Menimbang :

Mengingat :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
NOMOR : 30 TAHUN 2001

TENTANG
RETRIBUSI IZIN PENGAMBILAN HASIL HUTAN IKUTAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KUANTAN SINGINGI,

a. bahwa untuk menjaga kelestarian hutan serta
melakukan pengawasan terhadap hutan rakyat maka
diperlukan  untuk pengambilan hasil hutan ikutan.

b. bahwa dalam penerbitan izin tersebut perlu dipungut
retribusi sebagai sumber pendapatan daerah.

C. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam point a dan point b, perlu ditetapkan dengan
Peraturan Daerah.

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi
Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara
tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3419);

Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 3685);

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pokok-pokok

Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);

4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah

Daerah Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3839);

5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran
Negara Tahun 1999 Nomor 72,Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3848);

6. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

(Lembaran Negara ahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3888);

Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Daerah Kabupaten Pelalawan, Rokan Hulu, Rokan Hilir, Siak,
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

Karimun, Natuna, Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran
Negara Tahun 1999 Nomor 181,Tambahan Lembaran Negara
Tahun 1999 Nomor 3902);

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2000 tentang Perubahan atas
Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Daerah Otonom Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Siak,
Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten
Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan ingingi dan
Kota Batam (Lembaran NegaraTahun 2000 Nomor 80,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3968);

Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas
Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor
246);

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 tentang
Perlindungan Hutan Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 39,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3294);

Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1998 tentang
Penyerahan Sebahagian Urusan Pemerintah di Bidang
Kehutanan Kepada Daerah (Lembaran Negara 1998 Nomor 106,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3769);

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang
Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai
Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik
Penyusunan  Peraturan Perundang-undangan, Rancangan
Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden
(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 20);

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997
tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997
tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan di bidang Retribusi
Daerah.
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Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TENTANG

RETRIBUSI I1ZIN PENGAMBILAN HASIL HUTAN IKUTAN.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

a

Daerah Otonom selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Kuantan
Singingi;
Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi yang

terdiri dari Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah lainnya sebagai badan
eksekutif Daerah;

. Otonomi Daerah adalah Kewenangan Daerah Otonom untuk mengatur dan

mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri
berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-
undangan;

. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Kuantan Singingi;

DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi;
Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Kuantan Singingi;

Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi sesuai
dengan peraturan perundang-undangan;

Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas,
perseroan komaditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau
daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan,
firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana
pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya;

Dinas Kehutanan adalah Dinas Kehutanan Kabupaten Kuantan Singingi;

Kepala Dinas Kehutanan adalah Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Kuantan
Singingi;
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Hasil Hutan Ikutan adalah Hasil Non Kayu sebagaimana dimaksud dalam
Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1998, yaitu segala sesuatu yang
bersifat material (bukan kayu) yang dapat dimanfaatkan dari keberadaan
hutan, seperti rotan, getah-getahan, minyak atsiri, sagu, kulit kayu, arang,
bambu, kayu bakar, kayu cendana, sirap, bahan tikar, sarang burung walet;

Izin Pengambilan Hasil Hutan lkutan yang selanjutnya disebut izin adalah
Pemberian izin oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan
hukum untuk pengambilan hasil hutan ikutan (bukan kayu);

. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan
daerah sebagai pembayaran atas jasa yang khusus disediakan dan atau
diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau
badan;

Jasa adalah kegiatan pemerintah daerah berupa usaha dan pelayanan yang
menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat
dinikmati oleh orang pribadi atau badan;

Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Kabupaten dalam
rangka pemberian izin pada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan
untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan,
pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana,
sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan
menjaga kelestarian lingkungan;

Retribusi izin pengambilan hasil hutan ikutan yang selanjutnya dapat
disebut Retribusi adalah Pembayaran atas pemberian izin oleh Pemerintah
Daerah kepada orang pribadi atau badan untuk mengambil hasil hutan
ikutan;

. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan
perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran
Retribusi;

Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas
waktu bagi wajib Retribusi untuk memanfaatkan izin pengambilan hutan
ikutan;

Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat
SPORD, adalah surat yang digunakan oleh wajib Retribusi untuk melaporkan
data objek Retribusi dan wajib Retribusi sebagai dasar penghitungan dan
pembayaran Retribusi yang terutang menurut perundang-undangan Retribusi
Daerah;

Surat Setoran Retribusi Daerah, yang dapat disingkat SSRD, adalah surat
yang oleh Wajib Retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran
retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang
ditetapkan oleh Kepala Daerah;
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u.

aa.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang disingkat SKRD, adalah surat
ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi;

Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang dapat disingkat
SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah
kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar
daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang;

Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat
SKRDKB, adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah retribusi
yang terhutang, jumlah kredit retribusi, besarnya kekurangan pembayaran
pokok retribusi, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus
dibayar;

Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang
selanjutnya disingkat SKRDKBT, adalah surat ketetapan yang menentukan
tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan;

Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah
surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa
bunga dan/atau denda;

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan,
dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan
keputusan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah berdasarkan perundang-
undangan Retribusi Daerah;

Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian
tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang
selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang
dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi Daerah
yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB I
NAMA OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi 1zin Pengambilan Hasil Hutan Ikutan dipungut Retribusi atas
pemberian izin pengambilan hasil hutan ikutan (bukan kayu).

Pasal 3

(1) Objek Retribusi adalah izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dalam hal

Pengambilan Hasil Hutan Ikutan.

(2) Dikecualikan sebagai objek retribusi adalah pengambilan kayu bakar untuk

keperluan rumah tangga dan pengambilan hasil hutan ikutan (bukan kayu)
untuk kepentingan penelitian.
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